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bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 31
ayat (3) Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 1 Tahun 2020
tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan di Kota
Cirebon, perlu ditetapkan Peraturan Wali Kota tentang
Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini,
Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal;

- Dasar Hukum :

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan
Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam
Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 1950 Nomor 45), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang
Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17
Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang
Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954
Nomor 40, Tambahan Lembaran Republik Indonesia
Tahun 1954 Nomor 40, Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 551); Undang-Undang Nomor 39
Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886); Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286); Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003
tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan
Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4301); Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355); Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005
tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4586); Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor 5038); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022



tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan  Lembaran  Negara  Republik Indonesia
Nomor 6856); Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014
tentang Admnistrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601),
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856); Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang
Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6055); Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 dan
Tambahan  Lembaran  Negara  Republik Indonesia
Nomor 6757); Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007
tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4769); Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008
tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4863); Peraturan Pemerintah
Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4864), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6793); Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran
Negara Repubik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194,
Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor 4941), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tantang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6058); Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar



Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6178); Peraturan Pemerintah Nomor 49
Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan
Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 224 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6264); Peraturan Pemerintah
Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322); Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2019
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 193, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6408);
Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6676), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57
Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 6762); Peraturan
Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang
Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 191, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6713); Peraturan Presiden
Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia
Dini Holistik-Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 146); Peraturan Presiden Nomor 87
Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 195); Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2022
tentang Strategi Kebudayaan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 183); Peraturan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2014 tentang
Pedoman Pelestarian Tradisi (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 187); Peraturan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2014 tentang
Muatan Lokal Kurikulum 2013 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 1172); Peraturan Menteri
Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 22
Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementrian
Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 5535); Peraturan Menteri Pendidikan,
Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor S5 Tahun 2022
tentang Standar Kompetensi Lulusan pada Pendidikan Anak
Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang
Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 161); Peraturan Menteri Pendidikan,
Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 7 Tahun 2022
tentang Standar Isi Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang
Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita



Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 169);
Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan
Teknologi Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar Proses
pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar,
dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 383); Peraturan Menteri
Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 21
Tahun 2022 tentang Standar Penilaian Pendidikan pada
Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan
Jenjang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 460); Peraturan Menteri
Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 31
Tahun 2022 tentang Satu Data Pendidikan, Kebudayaan,
Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 666); Peraturan Menteri Pendidikan,
Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2024
tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang
Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 172);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2023
tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, dan Penjabat
Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor  310); Keputusan  Menteri Dalam = Negeri
Nomor 100.2.1.3-6572 Tahun 2023 tentang Pengangkatan
Penjabat Wali Kota Cirebon Provinsi Jawa Barat; Peraturan
Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2012 tentang
Pelestarian Warisan Budaya Jawa Barat (Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 125);
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2003
tentang Pemeliharaan Bahasa, Sastra, dan Aksara Daerah
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2003
Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2014 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Nomor 5
Tahun 2003 tentang Pemeliharaan Bahasa, Sastra, dan
Aksara Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat
Tahun 2014 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Jawa Barat Nomor 173); Peraturan Daerah Kota Cirebon
Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016
Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kota Cirebon Nomor S5 Tahun 2020 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9
Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2020 Nomor 5);
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang
Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan di Kota Cirebon
(Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2020 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 100);
Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon
(Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2021 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 107);
Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota
Cirebon Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah



Kota Cirebon Nomor 117); Peraturan Daerah Kota Cirebon
Nomor 3 Tahun 2023 tentang Urusan Pemerintahan yang
Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon
(Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2023 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 128);
Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 16 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi serta
Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Cirebon (Berita Daerah
Kota Cirebon Tahun 2021 Nomor 16), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 84
Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota
Cirebon Nomor 16 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas
Pendidikan Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon
Tahun 2021 Nomor 87); 45.Peraturan Wali Kota Cirebon
Nomor 77 Tahun 2022 tentang Kemis Nyerbon (Berita Daerah
Kota Cirebon Tahun 2022 Nomor 77);

-  Dalam Peraturan Wali Kota ini diatur beberapa BAB,
yaitu:

BAB I KETENTUAN UMUM

BAB II MATERI MUATAN LOKAL

BAB III TIM PENGEMBANG KURIKULUM MUATAN LOKAL
BAB IV KERANGKA KURIKULUM

BAB V PERENCANAN DAN PENETAPAN KURIKULUM
MUATAN LOKAL

BAB VI TENAGA PENDIDIK, PRASARANA, DAN SARANA
BAB VII PARTISIPASI MASYARAKAT

BAB VIII MONIRTORING DAN EVALUASI KURIKULUM
HASIL BELAJAR

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

CATATAN : - Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli
tahun 2024.
- Lampiran : -



